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ABSTRAK 

 Penelitian ini membahas tentang Pengangkatan Dirut Bulog berdasarkan 

Peraturan Perundang-Undangan. Penempatan perwira TNI dalam jabatan sipil 

strategis, khususnya pengangkatan Dirut Bulog menimbulkan perdebatan hukum 

dan politik karena dinilai bertentangan prinsip supremasi sipil, serta ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2025 secara membatasi prajurit TNI untuk menduduki jabatan tertentu, pada 

kementerian atau lembaga yang berkaitan langsung dengan urusan pertahanan 

dan keamanan negara. Serta berdasarkan juga dengan UU No 16 Tahun 2025 

tentang BUMN, yang sebagaimana persyaratan menjadi Dirut Perum. Metode 

penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan 

peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Tujuan penelitian ini 

menganalisis pengaturan hukum positif terkait syarat dan mekanisme 

pengangkatan Direktur Utama Bulog serta mengkaji akibat hukum dari 

pengangkatan perwira TNI dalam jabatan tersebut dengan perspektif prinsip 

supremasi sipil dan profesionalisme militer dalam negara demokrasi. Kesimpulan 

penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan perwira TNI sebagai Direktur 

Utama Bulog tidak sejalan dengan asas legalitas, kepastian hukum, dan prinsip 

supremasi sipil, serta berpotensi melemahkan profesionalisme TNI dan tata 

kelola BUMN. Dan juga adanya ambiguitas dengan ketentuan hukum positif dan 

prinsip demokrasi konstitusional. 

 

Kata Kunci : Perwira TNI, Supremasi Sipil, Asas Legalitas 
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ABSTRACT 

This study discusses the Appointment of Bulog's President Director based on 

Statutory Regulations. The placement of TNI officers in strategic civilian 

positions, particularly the appointment of Bulog's President Director, has sparked 

legal and political debate because it is considered contrary to the principle of 

civilian supremacy and the provisions of applicable laws and regulations. Law 

Number 3 of 2025 limits TNI soldiers to occupy certain positions, in ministries or 

institutions directly related to state defense and security affairs. It is also based 

on Law Number 16 of 2025 concerning State-Owned Enterprises, which is the 

requirement to become a Perum President Director. The research method used is 

normative legal research with a statutory regulatory approach and a conceptual 

approach. The purpose of this study is to analyze the positive legal regulations 

related to the requirements and mechanisms for appointing Bulog's President 

Director and to examine the legal consequences of appointing TNI officers to 

these positions from the perspective of the principles of civilian supremacy and 

military professionalism in a democratic country. The conclusion of the study 

shows that the appointment of TNI officers as Bulog's President Director is not in 

line with the principles of legality, legal certainty, and the principle of civilian 

supremacy, and has the potential to weaken TNI professionalism and BUMN 

governance. And there is also ambiguity with the provisions of positive law and 

the principles of constitutional democracy. 

 

Keywords: TNI Officer, Civilian Supremacy, Principle of Legality 
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